LEMBARAN KALURAHAN GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Girisekar)

Nomor : 10 Tahun 2024
“ —

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISEKAR,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
yvang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
Girisekar Nomor 7 Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentung

Perubahan Kedun Atas Undang undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77);
Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7060);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan



10.

11,

12.

13

13.

14,

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1000);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor
40);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor
S2);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten GunungkidulTahun 2018 Nomor 24);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun



15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Nomor 51);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80):
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Nomor 22);

Peraturan Desa Girisekar Nomor 04 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun
2018 Nomor 04);

Peraturan Desa Girisekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangakat
Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Girisekar
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar
Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran
Girisekar Tahun 2022 Nomor 3) Sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan
Girisekar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Review Ketiga atas
Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran
Girisekar Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Girisekar Tahun 2024 Nomor 8);

Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 9 Tahun 2024
tentang Penyertaan Modal Bumkalma Mitra Lestari
Panggang (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2024
Nomor 9);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR

Menetapkan

dan

LURAH GIRISEKAR

MEMUTUSKAN

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAMAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 3.428.155.950,00
2.Belanja Kalurahan Rp. 3.511.951.619,00
Surplus/Defisit (Rp. 83.795.669,00)

3.Pembiayaan Kalurahan
a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 93.795.669,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 83 .795.669,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar Penyertaan Modal Bumkalma Mitra
Lestari Panggang.
3. Daftar kegiatan vang belum dilaksanakan
ditahun anggaran 2024.




Pasal 4
Lurah  menetapkan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBKal

Pasal 5
(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaa darurat, dan
mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria;

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c¢. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah
kalurahan;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yamg disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
social; dan

e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6
Dalam hal ini terjadi :
a. Penambahan dan/atau  pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

Pergeseran antar objek belanja; dan



c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan

dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang

Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya

kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran

Kalurahan oleh Carik.

Diundangkan dalam Lembaran Kalurahan Girisekar
Nomor 10 Tahun 2024
Tanggal 31 Desember 2024

CARIK GIRISEKAR,

ttd
ANGGA DWI CAHYANA

- Ditandatangani secara aelektronik oleh :
.  CARIK GIRISEKAR
| KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

[ ANGGA DWI CAHYANA, 5.Kom

Sertifikal Eloktronik diterbitkan aleh BSHE



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN “Nfg:?”* KETERANGAN
1 2 3 4
4, PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asli Desa 72.480.950,00
4.2, Pendapatan Transfer 3.329.945.000,00
43, Pendapatan Lain-lain 25.730.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.428.155.950,00
8. BELANJA
51. Belanja Pegawai 780.697.349,12
52 Belanja Barang dan Jasa 1.112.923.095,88
53 Belanja Modal 1.481.495.174,00
54, Belanja Tidak Terduga 136.836.000,00
JUMLAH BELANJA 3.511.951.619,00
SURPLUS / (DEFISIT) (83.795.669,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 93.795.669,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya | 777 9 ;7;;;&5_60_ i
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00
6.2.2, Penyertaan ModalDesa | 7% 1 ;)-066560-50- 1
PEMBIAYAAN NETTC 83.795.669,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00

EXAR, 31 December 2024
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LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR

TAHUN ANGGARAN 2025
Jenis APBDes : APBDes Awal
e e - P e
1 2 3 3 | : |
4. PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Desa 72.480.950,00
42 Pendapatan Transfer 3.329.945.000,00
4.3 Pendapatan Lain-lain 25.730.000.00
JUMLAH PENDAPATAN 3.428.155.950,00 |
5. BELANJA ‘
1 IDANG PENYELE: RAN P INTAHAN DES 1.421.875.227,00
11. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 991.118.650,00
Pemerintahan Desa .
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 46.800.000,00 | ADD
1.1.01 | 5.1 Belanja Pegawai 46.800.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 628.386.200,00 | ADD
1.1.02 | 51 Belanja Pegawai 628.386.200,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 37.374.789,12 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 37.374.789,12
1.1.04 Ee‘;?;ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 78.750.000,00 | ADD. PAD. PBH
1.1.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 78.750.000,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 60.981.360,00 | ADD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 60.981.360,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 10.129.420,88 | ADD
m, Listrik dll)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.129.420,88
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 91.259.280,00 | ADD, PBH
1.1.07 | 52, Belanja Barang dan Jasa 91.259.280,00
1.1.08 :enyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 37.437.500,00 | pps
1.1.08 | 52. Belanja Barang dan Jasa 37.437.500,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 323.485.000,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 166.100.000,00 | DLL, PBP
1.2.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
1.2.01 | 5.3, Belanja Modal 164.400.000,00
1.2.91 Pengadaan Mebel 149.075.000,00 | PAD. PEP
1.291 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
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l—;:(:zﬁl(} URAIAN ‘“"“&‘p“}‘“ \suuaeamm \
I 2 3 4 5 \
.—1;;1 53 Belanja Modal 147.375.000,00
1.2.94 Rehabllitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.550 000,00 | PaD
1294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000.00
1295 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja 4.760.000,00 | PAD
1295 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa LIR0NN000
1.3. Pengelolaan Administrasl Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 2250700859
dan Kearsipan
1301 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1.000.000,00 | e
1301 | 52 Belanja Barang dan Jasa - i
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) :-:::-ﬁ-z Pes
1.3.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.1?5.000..00 PAD
1.3.90 Penyusunan Monografi Desa
1390 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1:175.000.00
1.3.91 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin VRANIERIE] BR%
1391 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa I
1.4, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 65.983.003,00
dan Pelaporan
14.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 5.890.100,00 | PBH
Reguler)
1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.800.100.00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 17.187.500.00 | PAD, PBP
14.03 | 52. Belanja Barang dan Jasa 17.187.500.00
1.4.04 S‘zl;gusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 3.425.000.00 | PAD
1404 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 4.100.000,00 | PAD
1.4.05 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00
1.4.07 Perll(yt:sunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 1.550.403,00 | PAD
araka
1.4.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.550.403,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 21.700.000,00 | DDS
1.4.08 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
1408 | 53 Belanja Modal 8.500.000,00
1.4.90 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran 4.975.000,00 | PAD
1490 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.975.000,00
1.4.92 Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa 7.155.000,00 | AoD
1492 | 51, Belanja Pegawai 7.155.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 17.721.174,00
1.5.01 Sentifikasi Tanah Kas Desa 14.000.000,00 | DLL
1.5.01 | 52, Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Buml dan Bangunan (PBB) 2.240.000,00 | PAD
1.5.06 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2,240.000,00
1.5.90 Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa 381.174,00 | oLL
1.5.90 | 5.3, Belanja Modal 381.174,00
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it URAIAN Acosnan SUMBERDANA
1 2 3 4 5

1.5.93 Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan 1.100.000.00 | PAD
/Lembaga

1593 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 979.813.806,00

21. Sub Bidang Pendidikan 214.650.000,00

2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De 76.200 000,00 | DDS
sa (Honor, Pakaian dll)

21.01 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00

21.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 5.000.000,00 | DDS

21.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

21.90 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa 133.450.000,00 | DDS

21920 | 52 Belanja Barang dan Jasa 700.000.00

21.90 | 5.3 Belanja Modal 132.750 000,00

2.2, Sub Bidang Kesehatan SESERA:80N00

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 134.820 343,00 | DDS. PEK, PEP

2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 134.820.343,00

2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakal, Tenaga 327500000 | oos
dan Kader Kesehatan dl)

2203 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 13.212.500,00 | pps

2204 | 52. Belanja Barang dan Jasa 13.212.500,00

2291 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 3.461.963,00 | pos

2291 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.461.963,00

2294 Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 76.130.000,00 | DDS. PBP

2294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 76.130.000,00

2296 Pembinaan dan pengembangan Kampung KB 15.525.000,00 | pos

229 | 52, Belanja Barang dan Jasa 15.525.000,00

2298 Insentif kader kesehatan/KB 80.100.000,00 | pos

2298 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 391.339.000,00

2306 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 118.240.000,00 | DDS, PBP

23.06 | 52 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00

2306 | 53 Belanja Modal 117.390.000,00

23.10 Pembangunanmehabi!itasmeningkatamPengerasan Jalan Desa **) 147.060.000,00 | pDS

2310 | 52 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

2310 | 53 Belanja Modal 146.260.000,00

23.11 Fembangunaru'RehabIIilasUPeningkatan!Pengerasan Jalan Lingkungan 34.175.000,00 | pDs
Permukiman **)

2311 | 52, Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

2311 | 53, Belanja Modal 33.425.000,00

23.12 Pernbangunal‘lmehabililasifPenlngkatan!Pangerasan Jalan Usaha Tani **) 91.864 000,00 | DDS

2312 | 52 Belanja Barang dan Jasa 850 000.00
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e URAIAN ANC;C::R;AN SUMBERDANA
REKEN"*'C"2 3 4 5
1 = L

*-2-;;‘—5_3 Belanja Modal 91.014.000,00
24. Sub BldanglKawasan Pemukiman 45.800.000,00
2491 Pemberian stimulan jamban sehat 45,800.000,00 | DDS
2401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00
26. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.600.000,00
26.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII) 1.600.000,00 | DDS
2602 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 186.299.086,00
31. :1::)2[;1:? Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 8.952.500,00
3.1.02 F:::é%;alan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P 4.900.000,00 | PAD
31.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00
31.93 Pembinaan Jaga Warga 1.165.000,00 | PAD
3193 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.000,00
11,94 Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) 2.887 500,00 | PAD
3104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.887.500,00
3.2, Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 142.261,586,00
3204 F'en_'ng!iharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa 61.250.000,00 | OLL, PBP

n Milik Desa
32.04 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00
3204 | 53 Belanja Modal 60.000.000,00
3292 Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa 70.249.086,00 | DLL, PBP
3292 | 52 Belanja Barang dan Jasa 70.249,086,00
3.2.96 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 10.762.500,00 | PAD
3296 | 52, Belanja Barang dan Jasa 10.762.500,00
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3.565.000,00
3393 Operasional Karang Taruna 3.565.000,00 | paD
3393 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.585.000,00
34, Sub Bldang Kelembagaan Masyarakat 31.520.000,00
349 Pembinaan kader Pemberdayaan Masyarakat 5.040.000,00 | pos
3491 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00
3492 Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK 5.552.500,00 | paD
PK Desa)

3492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.652.500,00

3.4.95 Operasional LPMD dan/atau LPMP 12.897.500,00 | paH
3495 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.897.500,00

34986 Operasional PKK 8.030.000,00 | PAD, PBH
349 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.030.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 187.127.500,00

4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 166.032.500,00

4203 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 148.770.000,00 | pos
4203 | 52, Belanja Bll'l.ﬂﬂ dan Jasa 148.770.000,00

=
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KODE URAIAN ANGGARAN DANA
REKENING (o) SUMBER
q 2 3 4 5
4.2.91 Pelatihan pengolahan hasil Pertanian/peternakan 10.450.000,00 | opos
4291 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 10.450 000,00
42092 Pembinaan/Pemberdayaan kelompok taniiGapoktan 6812 500,00 | pos
4292 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.812.500,00
4.3, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 7.070.000,00
4303 Peningkatan Kapasitas BPD 7.070.000,00 | oos
4303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.070.000,00
44, :::L:l::no Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 21.975.000,00
4401 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 9.237.500,00 | pos
4401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9 237.500,00
4492 Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa 12.737 500,00 | pos
4492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.737.500,00
46 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modat 2.776.000,00
46.02 F')elatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde 2.775.000,00 | oos
s
4602 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00
41 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 589.275.000,00
47.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 586.600.000.00 | oLL, PeP
4702 | 52. Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
4702 | 53 Belanja Modal 580.000.000,00
47.90 Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa 2.675.000,00 | pDS
4790 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.675.000,00
L] BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 136.836.000,00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 14.436.000,00
5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 14.436.000,00 | oos
51.00 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 14.436.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 122.400.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 122.400.000,00 | pos
53.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 122.400.000,00
JUMLAH BELANJA 3.511.951.619,00
SURPLUS / (DEFISIT) (83.795.669,00)
6. | PEMBIAYAAN .
6.1. Penerimaan Pembiayaan 93.795.669,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 83.795.669,00
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KODE

URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
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LAMPIRAN 11

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR

NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2025

DAFTAR KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DI TAHUN 2025

NO

URAIAN

ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA

Penyertaan Modal
BUMKALMA

10.000.000,00 DDS




LAMPIRAN 111

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2025

DAFTAR KEGIATAN YANG BELyM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024

NO

“URAIAN ANGGARAN (Rp)

1

Sertifikasi Tanah Kas Desa

Pelepasan dan Pengadaan

Pengganti Tanah Desg

SUMBER DANA
DLL

14.000.000,00

381.174,00

DLL




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG

ﬂma.na?nna']amzm.jraﬁ

riharjo, Panggang Gunungkidul 55872

.go.id, Laman: anggang.gunungkidulkab.go.id

WU PANGGANG
TAHUN 2024

KEPUTUSAN PANE
NOMOR %3

TENT.
HASIL EVALUAS] o

KAPANEWON PANGG

Menimbang

Mengingat

KALURAHAN GIRIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a,

Bupati  Gunungkidy

RANCANGA

N PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
ANG TENTA

NG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
EKAR TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU PANGGANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan

Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Keuangan Desa, Panewu melakukan
cangan Peraturan Kalurahan tentang
n dan Belanja Kalurahan Girisekar
S dan menetapkan hasil evaluasinya;
ketentuan Angka 11 Surat Edaran
Nomor 48 Tahun 2024 t€ntang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
nggaran 2025 evaluasi terhadap
Kalurahan sebagaimana dimaksud
an dengan Keputusan Panewu;

Pedoman Pengelolaan'
evaluasi terhadap Ran
Anggaran Pendapata
Tahun Anggaran 202
bahwa berdasarkan
Bupati Gunungkidul
Pedoman Penyusunan
Kalurahan Tahun A
Rancangan Peraturan
dalam huruf a, ditetapk

ruf b, perlu menetapkan Keputusan
Panewu Panggang tentang Hasil Evaluasi ‘Rancangan

Peraturan Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurah_ap_
Girisekar Tahun Anggaran 2025,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; y i
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undqp g
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; .
Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta : s s s
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tg}m‘r}
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa;

2012, tentang



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 T

Desa Yang Bersumber Dari An
Belanja Negara,

ahun 2014 tentang Dana
ggaran Pendapatan dan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40
Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52
Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan
Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24
tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan; ,
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kepada Desa; _
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun .2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentan
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2618

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; |,

g Pedomgn

v,



/

A

~ Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

) melakuk

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluagi Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar
sentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Clinisciar
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yaN§ merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Panewu ini,

Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar
an  penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025
berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Panggang

pada tanggal |9 Desember 2024
Panewu Panggang,

= ]

TAUVIQ NUR HIDAYAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR %% TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRISE;(;'\R
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Kesesuaian
Aspek Evaluasi Alat Verifikasi Keterangan '_
Ya | Tidak
Aspek Legalitas dan Administratif

| . .
Apakah semua v Check list dokumen Dokumen yang disampaikan
dokumen pra yang telah oleh Pemerintah Kalurahan
syarat evaluasi disampaikan oleh meliputi: _
telah diterima dari Pemkal/Buku p
kalurahan secara Ekspedisi/ Surat 8) ?e":::l ¥ Pe; g:;;a;oh‘;;ah '
lengkap. Pengantar/ Bukti . vl

Kirim Evaluasi;

b) Rancangan Peraturan
Kalurahan tentang APB
Kalurahan yang telah
disepakati bersama
Bamuskal; atau

¢) Rancangan Peraturan
Kalurahan tentang
Perubahan APB
Kalurahan yang telah
discpakati_bex;aama N
Bamuskal, | |

d) Rancangan Peraturan

Lurah tentang Penjabaran

APB Kalurahan;

€) Peraturan Kalurahan

tentang RKP Kalurahan
tahun berkenaan;

f) Berita Acara hasil
musyawaral:n .
Bamuskal;dan

Ve

g) Dokumen pendukung
lainnya antara lain ;
Peraturan Kalurahan
tentang Pembentukan
Dana Cadangan,
Peraturan Kalurahan
tentang Pendirian BUM
Kalurahan, Peraturan |
Kalurahan tentang
Pengelolaan
Kekayaan/aset
Kalurahan, Peraturan




- g e
_‘-_‘_-‘--_-_‘--__-—‘_‘——-————-___
T-x Kalurahan tentang
Penyertaan odal,
Peraturan Lurah tentang
Pakalan Kerja Kalurahan,
dan dokumen lainnya
yang terkait dasar
penganggaran dalam APD
__-_—-_‘—i—\—-_-_-_-_-‘
1.3 | J'\Pl‘k:’h | T ; Kalurahan,
engajuan \
.l-)angangnn Perkal &]i]urm Pengantar Rancangan Perkal tentang
ttg AP Kalurahay Buku pe“‘l“’imﬂﬂf APB Kalurahan atau
atau Perkat ttg — Ekspedisl, Rancangan Perkal tentang
Perubahan App 2. BA hasiy Perubahan APB Kalurahan
Kalurahan Musyawarqgl, disampalkan kepada Panewu
dilakukan tepat AMmugkg| / untuk dievaluasi paling lama
waktu, B“emkalan gehari uel:lah :::ﬁaka"
13 | Apakah mﬁ\“‘m an Bamuukal muskal, 1 |
ler:anmel:ly;])&kati 1 I;A Kescpnkalan Fungsi Bamuskal untuk
tr ant n SA';B i ersama/ A membahas dan mecermati
sTiteng Musyawarah dan menyepakati rancangan
Kalurahan atay lurah dap atkal
rancangan Perka| Bamugkq). perkal.
tentang 2
Perubahan App ' U"d‘_‘ngan. Daftar
Kalurahan, Hadir dap, Notulen !
usya-wafﬂh. i
(1.4 [ Apakah yang ————— l
teranggarkan ' i’-mml‘an Menteri, Regulasi tingkat Kementrian,
dalam rancangan Pergub, Perbup, Propinsi, Kabupaten dan
APB Kalurahan erkal dan atay Kalurahan yang memuat
telah ada dasar Perlur Y& memuat substansu kebijakan
hukumnya Subtansi, | penganggarannya.,
L ]
Kesimpulan Pencermatan darj aspek ] .

; g:rlli?uikrargzznr;?nsgar;t toluasi telah diterima dar; kalurahan secara lenékap-

3. Bamuskal telah o : :rk al. tentang Apg Kalurahan telap dilakukan tepat waktu.

4. Pendapatan dan Bela).;sz y:::lg 2::““83“ Perkal tentang ApR Kalurahan Tahun 2025,

hukumnya, Nggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar
N o L O
o Aspek Evaluasi Kesesuaian Alat Verifikasi Keterangan |
Ya | Tidak ' :
2 Aspek Kesesuaian Prioritas dan SM?nggamn

2.1 | Apakah rancangan vy " |- Perkal RKPKal T
perkal APBKal atay :
Perkal Perubahan - Perubahan
APBKal disusun RKPKal
mendasarkan paéa ;
RKPKal atau |
Perubahan RKPKal.

2.2 Apakah penempatan \ - Pcrbup Pedoman Kelompol&l pe’ndapatanl;
kelompok pendapatan penyusunan - PAKal
telah sesuai dgn APBKa _ .
peraturan yang ada :ﬁ;;n}gx%i?u?;ﬁ; - Pendapatan Transfer

: - Pendapatan Lain-lain




’ﬁ" Apakah estimasi i ﬁ\

pendapatan rasional

dan realistis I

Pendapatan Kalurahan
yang bersumber darj
Pendapatan Asli
Kalurahan realistis dap,
sah. !

2.5

26 |

2.7

Pendapatan Kalurahan,
yang bersumber darj
Dana Transfer rasional
dan realistis

pos Belanja telah
sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan

Apakah semua 1
kegiatan Belanja
Kalurahan telah sesuai

dengan kewenangan
kalurahan

2.8

Adakah kegiatan yang

dilakukan lebih darj 1
(satu) tahun anggaran
(multiyears) '

2.9

2.10

Apakah Belanja

Kalurahan yang -
ditetapkan dalam APB
Kalurahan paling
banyak 30%
dipergunakan untyk:

1. penghasilan tetap
dan tunjangan Lurah
dan Pamong
kalurahan;

2. tunjangan dan

operasional Bamuskal.

Apakah estimasi ~— ——t+——n0|

[ Apakah penempatan [ ———

e T

-___'_‘——_.__
- data tren
Pendapatan
kalurahan dan

realisasi
> | Apakah estimasj e sinya

[ ——

———

Mencapai 21,25%

el

Apakah penghasilan
tetap dan tunjangan
Lurah dan Pamong
kalurahan telah sesuai
dengan ketentuan.

Apakah operasional
Bamuskal, serta
insentif/operasional
RT/RW telah
dianggarkan.

2,12

Apakah juran BPJS
Naker Bamuskal dan
RT/RW dianggarka




.ﬁ:{—

Apakah RAB Kegiatan

Apakah penempatan

kegiatan rasional dan
terukur

~Apakah program/
kegiatan bersumber
pana Desa telah
dianggarkan sesuai
dengan prioritas
penggunaan Dana

Desa.
Apakah persentase

kegiatan ketahanan
pangan telah terpenuhi

Apakah output E—

Apakah telah

menganggarkan
kegiatan PKTD

telah disusun sesuai
ketentuan,

Apakah penganggaran
telah sesuai SHBJ

pos Pembiayaan telah
sesuai dengan
peraturan

Tercapai 20,01%

Menganggarkan di
kegiatan 2.3.12

—

- Belanja Modal

- Belanja Barang/ jasa
E——

Apakah ada pos |
Pengeluaran ;
Pembiayaan untuk
Pembentukan Dana
Cadangan

2.20

Apakah Pembentukan
Dana Cadangan telah
ditetapkan dengan

Peraturan Kalurahan

2.21

Apakah ada pos
Pengeluaran .
Pembiayaan untuk
Penyertaan Modal pada
BUM Kalurahan

2.22

Apakah Penyertaan
Modal pada BUM,
Kalurahan telah sesuai
dengan peraturan
perundang- undangan
dan ditetapkan melalui
Peraturan Kalurahan
dan memenuhi nilai
kelayakan usaha'

2,23

Apakah pos Penerimaan
Pembiayaan dalam APB
Kalurahan atau -
Perubahan APB
Kalurahan terdapat Sisa
Lebih Perhitungan
Anggaran (SilPA) tahun

anggaran sebelumnya




Apakah SiLPA yang [ T ————— — ]
teranggarkan sumber

dananya telah sesuaij
sumber dana awalnya

ﬁ*mh Sisa Lebih N o —t
perhitungan Anggaran
(SilPA) tahun _
sebelumnya pada
evaluasi Perubahan
APB Kalurahan télah
digunakan seluruhnya,

P —_‘_‘_‘_‘—i—u—. — et
Kcsimputan peacermatan datl aspek legamn Administratif :

Aspek-aspek yang belum sesuaj meliputj;

572 | Penempatan kelompok penda
2.2 lebih lanjut pada bagian ':“tati;a;:fm belum sesuaj dgn peraturan yang ada, penjelasan
55 | Estimasi Pendapatan Kalurahg _
ey ketentuan, penjelasan lebih 1an?u);a;1§d2°£:u;nbcr dari Dana Transfer belum sesuai
'ﬁ#_l’gnempatan Pos Belanja telah sesuai d 0 catatan,

L penjelasan lebih lanjut pada bagian Cat;'t‘szﬂ Peraturan perundang-undangan,
517 | RAB Kegiatan belum disusy - : -
2y catatan. £ 7l sesuai ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian

-"--_—'

a lum sesuai SHFRT———
Penganggaran belum =<2121 SHBJ, penjelasan lebih Tanjut pada bagian catatan.

CATATAN ATAS HASIL EVALUASI:

E Aspek Legalitas dan Administratif
Tidak ada catatan.

— i ________—_'__‘—'————
‘ﬁ" Aspek Kesesuaian Pﬁoﬁtm___ 1
— | PENDAPATAN: — 1o Anggaran
1. Hasil Sewa Balai Kalurahap dian . ; g5 s :
; - ggarkan di rekening 4.1.2.99 Lain-lain Hasil
ng;iD];cssaahdak tepat. Agar dikoreksi dengan meminda%ukan ke rekening 4.1.2.91

3. Pagu dana transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa

(ADD) belum sesuai dengan pagu indikatif berdasarkan SE Bupati. Gunungkidul
nomor 48 Tahun 2024. Agar disesuaikan.

BELANJA:

1. Kegiatan 1. 1_.06 terda‘pat belanja seragam dinas Bamuskal belum dimasukkan
dalam rckepmg belanja. Agar dikoreksi dengan memasukkan belanja dimaksud
pada rekening 5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas /Seragam /Atribut.

2. Kegiatan 1.1.08 pada paket kegiatan 03 terdapat belanja ATK dan Penggandaan

yang belum efisien, agar dikoreksi dengan menghitung kembali kebutuhan
belanja ATK dan penggandaan.

3. Kegiatan 1.1.08 pada paket kegiatan 03 terdapat belanja konsumsi rakor
pelaksanaan evaluasi Desa Mandiri Budaya (DMB) dan Rakor Moriev DMB yang
tidak tepat penempatannya. Agar dikoreksi dengan menempatkan belanja
konsumsi dimaksud pada paket kegiatan 01. o
4. Kegiatan 1.3.91 terdapat anggaran honor petugas entri BDT yang tidak tepat
penganggarannya karena tidak ada dalam SHS. Agar dikoreksi dengan
mengubah anggaran tersebut menjadi Uang Lembur Entri BDT dengan besaran
jumlah anggaran menyesuaikan kebutuhan yang waj_ar. o
5. Kegiatan 1.4.03 terdapat anggara belanja konsu‘msx untuk Sidang Perubahan
RKPKal yang juga dianggarkan di sub kegiatan Penyusunan Dokumen
Perubahan RPJMKal. Agar dikoreksi dengan menghapus anggaran tersebut yang
ada di sub kegi;atan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMKal. °




kebersihan, dan Egaran -
ot > Penggandaan untuk yang tidak tepat pada belanja ATK, alat
belanja operasional kegiatapn PAUD dan Tk i ja .
tersebut pada rekening 5 2‘ Agar dikoreksi deny g an'ggarkan di rekening
Masyarakat Lainnya, +2.7.99 elania gan memindahkan anggaran
Kegiatan 2.1.01 tefd Ja Barang untuk Diserahkan kepada
" 1K yang dinilai tidak t:}gﬁﬁ?‘n ke EAUD
tersebut untuk belanja yang | dan efisien,  isaghocd :1 untuk rakor g
8. Kegiatan 2.2.02 terdapat eg ebih produktif darn bermem!iz"ko:%km- gza%a:&ig;‘a{r ks
melakukan kor#ksi dengal:_}n l:l?::: ggﬁran PMT Bumil yang bagumafesuai SHS. Aga;
¢. Kegiatan 2491 Delum menca.ntium?chagyg m;njadi Rp 21.500,00 per paket.
i 'Y Name i

Susunan TKPK yang b

elum i 55 Tahun
Tahun 2015. gan menyesuaikan sy sesuai Perbup

sunan TKPK sesuai Perbup 55

keluaran (output) yang diharapk
(outcome) yanl; diharapkan term

an dari kegiatan dan hasil s‘er;a manfaat
keluaran.

asuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan
1,

il | Aspek Legal Drafting Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah .
— | pada dasar hukum mengingat:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 sudah tidak berlaku dan agar dikoreksi
dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang
‘Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indongsia Nomor 7060); 5 ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum méncantu kan
perubahan yang terakhir. Agar dikoreksi dengan mencantumkan ‘perubahan
yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang jgerubafhén
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lem'bqran Negara
Nomor 6914; | me e

3. Agar ditambahkan regulasi dan/atau dikoreksi apabila terdapat 'Itegglasi yang
belum sesuai berikut ini:
a. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun
2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); *
. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40° Tahun 2023
tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023 nomor 40); ' - it
c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2_0Q3
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada
Pemerintah ! Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52); ' 234
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024
tentang Perimnfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24); i A R

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harézi

N ¢ ¢

Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2024 Nomor 22); w TR

|__f.Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal BUMKal dan BUMKalMa

| : i

by



da bat h Peraturan Kalurahan: A ; i setelah dilakukan
].Eta Pinsliznmg] t::;m-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan lagi sete
perbaikan anggaran




permusyawaratan Kalurahap dalam rangka membahas Peraturan tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan

Girisekar.
Rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan K

pimpinan dan anggota Bamuska] p
dalam daftar hadir terlampir,

alurahan (Bamuskal) dihadiri

eserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana

ata sepakat mengenai pokok-pokok hasil

DITETAPKAN MENJAD]
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GI

TAHUN ANGGARAN 2025 '

RISEKAR

Demikian berita Acara Rapat/sidang Badan Pper

(Bamuskal) dengan Pemerintah Kalurahan

musyawaratan Kalurahan

ini dibuat untuk dipergunakan




DAFTAR HADIR

HARI : Selasa

TANGGAL : 31 Desember 2024

WAI%TU : 19.00 WIB samapi Selesaij
TEMPAT : Balai Kalurahan Girisekar

ACARA Penetapan APBKAL Tahun Anggaran 2025
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